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Pembaca setia,

Pada era pasar bebas Asia atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang telah
dimulai sejak Januari 2016, beragam industri di Indonesia semakin ditantang
agar mampu bersaing dan menempati posisi puncak, tidak terkecuali industri
pangan olahan. Untuk meningkatkan nilai jual di pasaran, inovasi tidak cukup
dilakukan dari segi ragam dan jumlah, akan tetapi juga mutu yang harus
terstandar. Penilaian mutu produk pangan olahan saat ini dilakukan dengan
meninjau risiko pada produk pangan olahan tersebut dan bagaimana suatu
industri pangan olahan mengatasi dan mencegah risiko tersebut. Melalui
InfoPOM edisi Mei-Juni ini kami persembahkan artikel yang mengupas
penilaian mutu pangan di Badan POM sebagai sajian utama pada topik
‘“Pendaftaran Pangan Olahan yang Efisien Melalui Sistem Penilaian
Berbasis Risiko”.

Masih terkait dengan pangan, ketersediaan pangan bagi masyarakat tidak
cukup hanya terpenuhi dari segi kuantitas, akan tetapi juga harus memenuhi
kebutuhan gizi dan syarat keamanan. Tidak cukup hanya pemerintah
sebagai regulator saja yang terlibat dalam industri yang tidak pernah mati
ini, masyarakat juga mempunyai peran penting, simak penjelasannya dalam
artikel “Program Keamanan Pangan Berbasis Komunitas” yang
mengulas tentang bagaimana masyarakat dapat berperan serta dan terlibat
dalam mewujudkan masyarakat aman pangan melalui desa, kelurahan, dan
sekolah.

Keamanan pangan tidak terbatas pada aspek pangan saja, tetapi juga semua
bahan dan material yang berkontak dengan pangan, sebagai contoh adalah
wadah atau bahan pengemas pangan. Badan POM Update edisi kali ini
menyajikan berita terhangat seputar pangan. Buka mata dengan informasi
aktual melalui Penjelasan Badan POM tentang ‘“‘Penggunaan Plastik
untuk Memasak Lontong” dan “Isu Keamanan Pangan Produk
Rekayasa Genetik” yang akan memberikan penjelasan dan wawasan
pembaca terhadap isu seputar pangan yang beredar di media massa.

Jangan lewatkan pula tanya-jawab menarik seputar Pendaftaran Obat dan
Makanan serta Pembelian Produk Obat dan Makanan dari Luar
Negeri yang Bukan Ditujukan untuk Industri bersama HaloBPOM
Interaktif yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat dan stakeholder.
Sebagai penutup edisi kali ini, Pojok InfoPOM menyajikan infografis menarik
dan edukatif seputar plastik sebagai bahan pengemas pangan.

Selamat membaca!



PANGAN OLAHAN
YANG EFISIEN
MELALUI SISTEM
PENILAIAN
BERBASIS RISIKO

Pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) semua pelaku usaha di pasar bebas ASEAN
diberikan peluang untuk saling berkompetisi memperebutkan hati konsumen. Pihak regulator juga
turut berperan besar untuk menjaga agar pelaku usaha tidak melepaskan produk pangan olahan
di bawah standar ke pasar. Sistem yang efektif dan efisien dalam mekanisme registrasi pangan

olahan harus ditegakkan.

Memasuki pasar bebas ASEAN atau MEA, pelaku usaha pangan
olahan di Indonesia harus menunjukan eksistensinya. Untuk
mampu bersaing dan mendapatkan posisi di hati konsumen
maka pelaku usaha di Indonesia dituntut senantiasa kreatif
mengembangkan produk pangan olahannya baik dari segi
jumlah, ragam, maupun mutu melalui teknologi pangan. Selain
itu, pemerintah juga harus terus berupaya untuk menciptakan
iklim usaha yang berpihak pada pertumbuhan industri pangan
olahan di Indonesia, serta menjamin setiap produk pangan
olahan yang beredar di masyarakat aman untuk dikonsumsi dan
tidak berisiko terhadap kesehatan.

Pengawasan terhadap pangan olahan di Indonesia dilakukan
oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)
yang tercantum dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18
Tahun 2012 Pasal 108 ayat (I) dan (2). Badan POM memiliki
kewenangan  untuk  melakukan  pengawasan terhadap
pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan

gizi pangan serta persyaratan label dan iklan dari pangan olahan
yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia.

Pengawasan terhadap pangan olahan yang dikemas eceran (pre-
packaged foods) dilakukan melalui penilaian keamanan pangan,
mutu, gizi, dan label pangan sebelum pangan tersebut diedarkan
(pre-market evaluation), baik untuk pangan yang diproduksi
di dalam negeri maupun yang diimpor. Tugas pengawasan
pre-market tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Penilaian
Keamanan Pangan, BPOM RI.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian
Perindustrian Republik Indonesia, hingga Triwulan Il tahun
2016, Industri makanan dan minuman telah menunjukkan
pertumbuhan sebesar 9.8% (setara dengan 192.69 triliun) dari
tahun sebelumnya. Peningkatan ini diiringi juga dengan kenaikan
jumlah permohonan pangan olahan yang didaftarkan di Badan
POM seperti yang tersaji pada grafik berikut:

Data Pendaftaran dan Keputusan Pendaftaran Pangan Olahan
di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan (BPOM RI) Tahun
2012-2016

Gambar |I.

Grafik Data Pendaftaran
dan Keputusan
Pendaftaran Pangan
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Kelengkapan Data

I.  Komposisi atau daftar bahan

HACCP/ISO 22000/sertifikat serupa

yang diterbitkan oleh lembaga berwenang/
terakreditasi dan/atau hasil audit dari
pemerintah setempat

Informasi tentang masa simpan

Informasi tentang kode produksi

Rancangan label

N STl BEE IS

Hasil uji produk akhir

Badan POM terus melakukan inovasi dalam melaksanakan
tugas pengawasannya, baik secara internal antara lain dengan
pelatihan peningkatan kompetensi evaluator pangan olahan,
pengembangan sistem/aplikasi pendaftaran pangan olahan secara
elektronik, maupun secara eksternal untuk memudahkan pelaku
usaha dalam mendaftarkan pangan olahannya. Pengembangan
sistem berbasis internet untuk pendaftaran pangan olahan yang
dikenal dengan nama e-Registration telah dikembangkan sejak
tahun 2012 dan secara bertahap seluruh pendaftaran pangan
olahan akan dialihkan menggunakan sistem ini. Salah satu
terobosan pada sistem pendaftaran pangan olahan yang baru
diterapkan untuk mengatasi melonjaknya jumlah permohonan
pendaftaran pangan olahan adalah dengan penerapan
“Kategorisasi Tingkat Risiko Pendaftaran Pangan Olahan” yang
ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah,
cepat, efisien dan transparan kepada pelaku usaha.

Tingkat Risiko

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM No. |2 Tahun 2016
tentang Pendaftaran Pangan Olahan, persyaratan pendaftaran
pangan olahan dibedakan berdasarkan tingkat risiko yang terdiri
atas tingkat risiko tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.
Penetapan tersebut didasarkan pada kriteria target konsumen,
nilai pH dan Aw (activity water: air bebas pada bahan pangan yang
dapat membantu aktivitas pertumbuhan mikroba dan reaksi
kimiawi pada pangan) produk, pencantuman klaim, penggunaan
Bahan Tambahan Pangan, dan proses produksi tertentu.

Penetapan tingkat risiko pendaftaran pangan olahan dilakukan
dengan pendekatan pohon keputusan (Gambar 2).
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Tingkat Risiko
® ® ® ®

2.  Proses produksi atau Sertifikat GMP/ o o

M Tabel 1.

Persyaratan teknis pendaftaran
pangan olahan (sumber:Peraturan
Kepala Badan POM No. |2 Tahun
2016)

Berdasarkan diagram alur pada Gambar 2 dapat disimpulkan
bahwa:

a. Pangan dengan tingkat risiko tinggi adalah pangan dengan
klaim kesehatan, proses pengolahan tertentu (steril
komersial/Ultra High Temperature/Low Acid Canned Food), serta
target konsumen dan penyakit tertentu.

b. Pangan dengan tingkat risiko sedang adalah pangan dengan
proses pengolahan tertentu (pasteurisasi, penyimpanan
beku/dingin, ozonisasi); proses tertentu seperti pangan
organik/iradiasi/rekayasa genetik (GMO/Genetically
Modified Organisms); pencantuman klaim zat gizi atau klaim
lainnya (isotonik, tanpa penambahan gula, laktosa, gluten);
pencantuman tabel Informasi Nilai Gizi (ING) pada label;
produk susu dan hasil olahannya, air minum dalam kemasan
dan minuman beralkohol; kandungan bahan tertentu (perisa
alami, perisa identik alami, perisa artifisial, bumbu, ginseng,
dan alkohol); dan kandungan bahan tambahan pangan yang
diatur batas maksimal penggunaannya sesuai Peraturan
Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan
Bahan Tambahan Pangan.

c. Pangan dengan tingkat risiko rendah adalah selain pangan di
atas yang menggunakan bahan tambahan pangan dengan batas
maksimal Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) sesuai
Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum
Penggunaan Bahan Tambahan Pangan.

d. Pangan dengan tingkat risiko sangat rendah adalah selain
pangan di atas yang tidak menggunakan bahan tambahan
pangan.

Kategorisasi tingkat risiko pendaftaran pangan olahan mulai
diterapkan sejak 3 Januari 2017. Pendekatan kategorisasi
ini telah diakomodasi di dalam sistem e-Registration berupa
pertanyaan-pertanyaan yang wajib diisi oleh pendaftar ketika
melakukan proses pendaftaran pangan olahan. Keluarannya
adalah klasifikasi tingkat risiko pangan olahan yang didaftarkan.

Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis yang wajib dipenuhi dalam melakukan
pendaftaran pangan olahan berdasarkan tingkat risiko dapat
dilihat pada Tabel I.

Produk dengan risiko rendah dan sangat rendah tidak
mempersyaratkan hasil analisis produknya sehingga memberikan
keuntungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah.



Pendaftaran
Pangan

angan untuk kelompo!
Tertentu (target konsumen

tertentu dan penyakit
tertentu)

NO

Mencantumkan klaim :
- Kesehatan (fungsi zat gizi,

fungsi lain, penurunan resiko
penyakit)

|
NO

roses Pengolahan™
- Sterilisasi Komersil
- UHT
- LACF

NO
A 4

Proses Pengolahan :
- Pasteurisasi

¢

YES

YES—

* Susu dan hasil olahannya :
- Susu diasamkan (013)
- Susu fermentasi (014)

—YES - Penyimpanan Beku/ . ) ;
Dingin - Susu yang digumpalkan dengan enzim renin (016)
- Ozonisasi - Susu bubuk berlemak (full cream) (028)
NO - Susu skim bubuk (029)
T T - Susu dan krim bubuk analog (031)
- Organik - Susu bubuk lemak/ minyak nabati (032)
YES - Rekayasa Genetik - Susu bubuk (050)
(GMoO) - Yogurt (015)
- Iradiasi g )
T - Bahan untuk es krim (048)
NO
I8 Menc_ar\tumkan Klaim : ** AMDK :
N - zat il:Lt(,I::r;‘i’:g“ag:)“ dan - Air Mineral Alami (651)
feikoSed y: YES - Lainnya (isotonik, tanpa - Air Minum Dalam Kemasan (652)
A A A penambahan gula, laktosa, - Air minum Beroksigen (655)
g'“':e") - Air minum Heksagonal (656)
No
- **%* Minuman Beralkohol
YVES Tabel ING - Minuman Spirit (696)
- Minuman beralkohol yang diberi aroma (697)
| - Minuman Beralkohol Golongan A (698)
NO - Minuman Beralkohol Golongan B (699)
v - Minuman Beralkohol Golongan C (700)
Kategori :
Susu dan hasil olahnya *
YES ued aRMa,';,'( e # Bahan Tertentu :
Minuman Beralkohol*** - Perisa alami
NG - Perisa identik alami
\ 4 - Perisa artifisial
YES Mengandung - Ginseng
- bahan tertentu # - Bumbu
, - Alkohol
NO
':;Zt:s'imt:: —————Ves|If Yeslf—»|  CPPB YES »( Risiko Rendah )
NO
Gambar 2.

Alur Penetapan Tingkat Risiko Penilaian
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Alur Proses Pendaftaran Pangan Olahan

Proses pendaftaran pangan olahan dilakukan setelah pendaftaran
akun perusahaan. Proses pendaftaran pangan olahan dimulai
dengan input data ke dalam sistem sesuai persyaratan, kemudian
dilakukan proses verifikasi jenis pangan untuk penetapan
kategori tingkat risiko, dilanjutkan dengan penerbitan Surat
Perintah Bayar (SPB) sesuai dengan tarif PNBP seperti yang
tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2010
tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Badan POM. Pendaftar diwajibkan membayar biaya
evaluasi melalui Bank dengan mekanisme e-payment.

Selanjutnya, pendaftaran pangan olahan untuk tingkat risiko
sedang dan tinggi memasuki proses penilaian dengan hasil

evaluasi paling lama 30 hari kerja sejak permohonan diterima.

Penilaian pendaftaran pangan olahan tingkat risiko rendah dan
sangat rendah dilakukan melalui mekanisme notifikasi dengan
hasil evaluasi paling lama 10 hari kerja.

Secara umum, alur proses pendaftaran pangan olahan tingkat
risiko sangat rendah dan rendah lebih singkat dibandingkan

dengan pangan olahan tingkat risiko sedang dan tinggi.

Diharapkan hal ini mampu mendongkrak capaian jumlah
persetujuan pendaftaran pangan olahan yang diterbitkan dan
pelaku usaha juga diuntungkan untuk segera memperoleh
izin edar, dengan tetap mempertimbangkan faktor keamanan
produk yang beredar.

Setiap inovasi yang dikembangkan memang tidak serta-merta
menuai dampak positif yang cepat dirasakan oleh pihak yang
terlibat, sama halnya dengan setiap kebijakan yang ditetapkan
dalam rangka pendaftaran pangan olahan di Badan POM. Namun
demikian, dengan sosialisasi kebijakan yang disampaikan secara

Judul buku

BADAN o)

Pedoman

Cara Pengolahan dan
Penanganan Pangan
Olahan Beku

Yang Baik

Penerbit

Tahun

Penulis

n
<
A4
—
0
)
o

luas dengan komunikasi yang baik bersama stakeholder, serta
kesadaran dari setiap pihak untuk mematuhi setiap peraturan
dan kebijakan yang dibuat, maka tujuan dari masing-masing
pihak akan tercapai dengan baik salah satunya pendaftaran
pangan olahan yang efisien.

Penulis: Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, Deputi 1]
Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan
Berbahaya - Badan POM

PUSTAKA

I. Anonim. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor |8 Tahun
2012 tentang Pangan. 2012

2. BPOM. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan akanan
Republik Indonesia Nomor |2 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran
Pangan Olahan.2016

3. Kemenperin. Industri Makanan dan Minuman Tumbuh 9,8
Persen Triwulan Il 2016.2016

4. BPOM. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Direktorat
Penilaian Keamanan Pangan.2012.

5. BPOM. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Direktorat
Penilaian Keamanan Pangan.2013.

6. BPOM. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Direktorat
Penilaian Keamanan Pangan.2014.

7. BPOM. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Direktorat
Penilaian Keamanan Pangan.2015.

8. BPOM. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Direktorat
Penilaian Keamanan Pangan.2016.

¢ Pedoman Cara Pengolahan dan Penanganan Pangan
Olahan Beku yang Baik

: Direktorat Standardisasi Produk Pangan, Deputi lll Bidang
Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya -
Badan POM

: 2016

: Direktorat Standardisasi Produk Pangan

Pangan olahan beku merupakan pangan berisiko tinggi (high risk food) karena
bahan baku yang digunakan sebagian besar berasal dari bahan pangan yang
berisiko tinggi seperti unggas, ikan, dan daging. Di samping itu pangan olahan beku
memerlukan pengaturan suhu yang tepat selama penanganan, pengolahan, hingga
distribusi dan penyajian di ritel. Pedoman ini digunakan sebagai sarana pembinaan
khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memproduksi pangan
olahan beku untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar keamanan dan
mutu pangan. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada
UMKM mengenai pangan olahan beku sehingga UMKM dapat menangani pangan
dengan tepat mulai dari sarana dan fasilitas, cara higiene dan sanitasi yang baik,
penerimaan bahan baku, pengolahan, pemilihan kemasan dan pelabelan, hingga
distribusi pangan, serta dokumentasi dan pencatatan.

Direktorat Standardisasi Produk Pangan

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Tahun 2016
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Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan menjadi tanggung jawab
bersama. Data Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan tahun 2016 menunjukkan terdapat
62 kejadian keracunan pangan di masyarakat dengan korban sebanyak 6136 orang, 3413 orang
di antaranya mengalami sakit, dan 8 orang yang meninggal dunia. Untuk menyediakan pangan
yang aman, bermutu, dan bergizi diperlukan usaha yang melibatkan lintas sektor sepanjang
rantai pangan, dari lahan pertanian hingga siap dikonsumsi. Komunitas seperti ibu rumah tangga,
para pemuda, guru dan anak sekolah memiliki peran dan fungsi yang penting dalam menjaga

keamanan pangan keluarga.

Untuk meminimalisasi kejadian KLB pangan, Deputi Bidang
Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya mempunyai
empat arah kebijakan dan strategi di tahun 2018 yaitu
1) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan pengawasan
pangan olahan, 2) Revitalisasi Pelayanan Publik di
bidang pengawasan pangan olahan, 3) Peningkatan
Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya,
4) Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat
dan pelaku usaha. Arah kebijakan ke-4 berkaitan
erat dengan program keamanan pangan berbasis
komunitas.

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di
Indonesia mempunyai peran strategis dalam perekonomian
nasional, terutama dalam penyediaan lapangan kerja dan
kesempatan berusaha mengingat jumlahnya yang sangat besar.
UMKM juga dipandang sebagai jaring pengaman sosial dan
memberdayakan serta mengembangkan potensi ekonomi
rakyat. Jumlah usaha Mikro yang ada sebanyak 55.856.756
dari jumlah total industri UMKM pangan dan nonpangan
55.888.700 atau sebanyak 99.94%. Dengan demikian UMKM
dapat berkontribusi sebagai salah satu kekuatan pendorong atau
penggerak pembangunan ekonomi negara sekaligus penggerak
ekonomi keluarga.

Tersedianya pangan bagi masyarakat sangat terkait dengan
peran dari produsen dan konsumen. Penyediaan pangan
hendaknya memenuhi standar keamanan pangan, mutu, dan
gizi. Untuk mewujudkan hal tersebut membutuhkan kerjasama
semua pihak. Produsen memiliki tanggung jawab memproduksi
pangan yang baik, sedangkan konsumen juga memiliki peran dan
fungsi yang tidak kalah penting dalam menjaga keamanan pangan
keluarga, yaitu dengan memilih pangan yang aman.

Salah satu program yang akan dilaksanakan Badan POM adalah
Pembentukan Desa Pangan Aman yang merupakan program
berkesinambungan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)

yang disinkronisasi dengan program Desa Mapan (Kementerian
Pertanian); program pengembangan Produk Unggulan Desa
dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, termasuk pendirian
Badan Usaha Milik Desa (Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi); serta program keamanan
pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
termasuk di wilayah Desa/Kelurahan. Kegiatan ini dimulai
sejak tahun 2014 dengan jumlah intervensi sebanyak 483 desa.
Dengan program terintegrasi antar lintas sektor ini, maka akan
terbentuk desa dengan ketahanan pangan dan budaya sadar
pangan aman yang baik.

Pemberdayaan komunitas dilakukan dengan tujuan
memberdayakan masyarakat di bidang keamanan pangan
agar menjadi mampu dan mandiri, baik kemandirian
berpikir, bertindak dan mengendalikan keamanan pangan
dalam rangka melindungi diri sendiri dan keluarganya dari
pangan yang tidak aman sekaligus menumbuhkan perekonomian
masyarakat. Selain itu, pemberdayaan komunitas diharapkan
dapat meningkatkan komitmen desa/kelurahan akan program
keamanan pangan sekaligus pembentukan desa Pangan Aman
(Desa PAMAN) dan memperkuat sistem manajemen keamanan
pangan sekolah sehingga terwujud kantin sehat.

Tujuan lain dari pemberdayaan komunitas adalah pengembangan
potensi kemampuan dan sikap masyarakat akan keamanan
pangan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan
pendamping desalfasilitator/kader keamanan pangan untuk
melakukan pembinaan dan pendampingan UMKM pangan dalam
menghasilkan pangan yang aman; pembinaan dan pendampingan
kantin sekolah dan penjaja pangan jajanan di sekitar sekolah
dalam memproduksi/menyediakan pangan jajanan yang aman
bagi anak sekolah; pembinaan masyarakat konsumen seperti
ibu rumah tangga, para pemuda, dan komunitas sekolah dalam
meningkatkan kesadaran (awareness) dan ketrampilan memilih,
menyiapkan, dan mengonsumsi pangan yang aman.
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Strategi Pemberdayaan Komunitas Desa Pangan
Aman (PAMAN) dan UMKM Pangan Desa

Desa PAMAN dan UMKM Pangan diwujudkan melalui
pendekatan supply dan demand. Pendekatan supply dilakukan
melalui program Pasar Aman dari bahan berbahaya dan program
pemberdayaan UMKM Pangan. Target program Pasar Aman
adalah pasar yang berlokasi di sekitar desa yang merupakan
salah satu sumber pasokan pangan bagi pengusaha atau rumah
tangga. Melalui pembentukan pasar aman akan terwujud Desa
PAMAN vyang diselaraskan dengan program pemberdayaan
UMKM Pangan dimaksudkan untuk menjaga pasokan pangan
yang dihasilkan di desa tersebut aman. Pendekatan demand
dilakukan melalui peningkatan pemahaman masyarakat dalam
memilih atau menyiapkan pangan yang aman. Masyarakat yang
terlatih diharapkan mampu memilih atau menyiapkan pangan
rumah tangga yang aman. Kedua pendekatan baik supply dan
demand dilakukan bersama dengan lintas sektor terkait.

Pada tahun 2016 sebanyak 390 desa dan 1398 pelaku usaha
telah diintervensi. Pada tahun 2017 hingga 2019 ditargetkan
intervensi dapat dilakukan terhadap 2100 desa dan 21000
UMKM setiap tahunnya.

Jejaring POM :
K/L/D/Org

/ e S

—

Pemberdayaan
L Masyarakat

—_—~—

Pangan Aman
(Desa Paman)

Kriteria Locus :

¢ Desa Maju dan Desa Berkembang,
* Keterwakilan Propinsi,

¢ Komitmen Pemerintah Daerah,

* Terdapat atau potensi terdapat UMKM Pangan,

¢ Terdapat pasar atau potensi ekonomi retail

[
\ pangan.
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Program Keamanan Pangan di Sekolah

Salah satu pasokan pangan yang berada di masyarakat terutama
di lingkungan sekolah berasal dari kantin. Untuk mewujudkan
kantin yang mampu menyediakan pangan aman diperlukan
kemandirian pengawasan keamanan pangan oleh sekolah dengan
beberapa strategi.

|. Pembangunan partnership Program Keamanan Pangan
Sekolah
Pembangunan partnership Program Keamanan Pangan

Sekolah dapat dicapai dengan dibentuknya Komite Nasional
Keamanan Pangan Sekolah. Komite ini terdiri dari lintas
sektor yang terkait. Selain itu, penguatan laboratorium Balai/
Balai Besar POM di daerah dapat membantu terwujudnya
peningkatan kemanan pangan di sekolah.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pembinaan
dan Pengawasan Keamanan Pangan Sekolah
Strategi yang ditempuh melalui sertifikasi profesi Fasilitator
Keamanan Pangan Sekolah (FKPS), peningkatan kemampuan
SDM dan edukasi keamanan pangan bagi komunitas sekolah
serta masyarakat.

3. Pencegahan Keracunan Pangan melalui Program Keamanan
Pangan Sekolah
Untuk mencegah keracunan akibat pangan di sekolah, perlu
dilakukan sampling, pengujian PJAS (Pangan Jajanan Anak
Sekolah) dan higienitas pedagang.

4. Kajian Keamanan Pangan
Kajian keamanan pangan dilakukan untuk melihat kebutuhan
dan efektifitas program keamanan pangan di kantin sekolah.

5. Monitoring dan Evaluasi Program Keamanan Pangan Sekolah
Program yang dilakukan perlu dimonitoring dan dievaluasi
untuk melihat efektifitas dan kemajuannya. Sekolah yang
mampu secara mandiri mewujudkan kantin yang menyediakan
pangan aman, akan diberikan penghargaan Piagam Bintang
Keamanan Pangan bagi Sekolah.

Tahapan pelaksanakan gerakan konsumsi pangan aman melalui
kantin sehat dimulai dengan pertemuan lintas sektor di tingkat
pusat. Selanjutnya diikuti dengan TOT fasilitator keamanan
pangan di tingkat pusat yang diikuti oleh BB/BPOM di 10 propinsi
terpilih. Setelah itu dilakukan pelatihan fasilitator keamanan
pangan di daerah yang diikuti oleh 50 calon fasilitator per BB/
BPOM dan kemudian diikuti dengan pertemuan lintas sektor di
tingkat daerah.

INTERVENSI
KEAMANAN
PANGAN

4

Pasar Aman dari
l Bahan Berbahaya

— — —

===\

Supply Side

— e M
f— Pemberdayaan l
_\A — ﬂM_ -/

| R

I INTERVENSI
KEAMANAN
I PANGAN

Gambar |I.

} Skema Pembentukan
Desa PAMAN dan UMKM



BADAN POM

Pertemuan Lintas Sektor tingkat Pusat

Support
Data Desa

TOT Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah

Kriteria Desa
yang diintervensi:
Desa Maju

Desa
Berkembang

Pelatihan Fasilitator
Keamanan Pangan Sekolah di BB/BPOM

( Advokasi )»( 10 Provinsi ) Pendamping desa
pemberdayaan
Bimtek/TOT
2100 Desa 10 Provinsi '
21.000 UMKM

) 4

2.100 DESA

UMKM: IRTP.PKL, Ritel /| Desa @ 10 UMKM

Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Desa PAMAN

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan bimbingan teknis keamanan
pangan yang diikuti oleh guru dan siswa dari 5000 sekolah.Tahap
selanjutnya adalah pendampingan 5000 sekolah oleh fasilitator
hingga sekolah mampu secara mandiri melakukan pengawasan
pangan di kantin sekolahnya. Fasilitator juga membantu sekolah
dalam memperoleh Piagam Bintang Keamanan Pangan untuk
Kantin Sekolah. Program ini berlangsung dari tahun 2017 hingga
2020 dengan penambahan provinsi dan sekolah setiap tahun.

Gerakan masyarakat untuk mewujudkan keamanan pangan
bersama komunitas harus dilaksanakan secara berkesinambungan
dan sistematis. Dengan terlibatnya masyarakat dalam gerakan
ini maka diharapkan masyarakat sebagai konsumen dan UMKM
pangan selaku produsen maka diharapkan masyarakat dan
produsen secara mandiri dapat melindungi dirinya sendiri dari
pangan yang tidak aman dan memproduksi pangan yang aman
dikonsumsi.

TUJUAN

MAKSUD

Pemberdayaan
Pendamping Desa

Pertemuan Lintas Sektor tingkat Daerah

Bimbingan Teknis bagi Guru dan Siswa

Pendampingan Sekolah oleh Fasilitator

Gambar 3. Tahapan Pelaksanaan Program
Keamanan Pangan di Sekolah

Aksi Nasional Pangan Jajanan Nasional (AN PJAS) telah dimulai
sejak tahun 201 1-2014. Dari Aksi ini telah dilakukan intervensi
kepada sekitar 18.000 sekolah SD/MI di seluruh Indonesia.
Pada tahun 2017 hingga 2020 akan dilanjutkan dengan Gerakan
Masyarakat Konsumsi Pangan Aman Melalui Kantin Sehat.

Kedua program ini bertujuan yang sama yaitu terwujudnya
keamanan pangan sekolah melalui kemandirian komunitas
sekolah. Dengan terwujudnya keamanan pangan sekolah maka
kesehatan anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa dapat
dilindungi.

Penulis: Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan
Pangan, Deputi Il Bidang Pengawasan Keamanan
Pangan dan Bahan Berbahaya - Badan POM

PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN SEKOLAH

)

KEMANDIRIAN PENGAWASAN KPS

STRATEGI

Pembangunan
Partnership
Program KPS

)

Pembentukan
Komite Nasional
KPS

Penguatan
Laboratorium di
Daerah

2

Peningkatan SDM

untuk Pembinaan

dan Pengawasan
KPS

)

Sertifikasi Profesi
Fasilitator KPS

Peningkatan
Kemampuan
SDM

Edukasi
Keamanan
Pangan untuk
Komunitas

3

Pencegahan
Keracunan Pangan
Melalui Program
KPS

)

Sampling Pengujian
PJAS dan
Higienitas

KEGIATAN-KEGIATAN

4

Kajian Keracunan
Pangan

)

Kajian Perilaku
Keamanan Pangan

5

Monitoring dan
Evaluasi Program

)

Award
Keamanan
Pangan untuk
Sekolah

Pelaporan
Program KPS

Evaluasi Hasil
Pelaporan

Exit Strategy mp
Pelibatan Private
Sector (CSR)
untuk membiayai
program PJAS
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PENJELASAN

BADAN POM TENTANG
PENGGUNAAN PLASTIK
UNTUK MEMASAK LONTONG

Sehubungan pemberitaan dengan judul “Hati-Hati Masak Lontong Dibungkus
Plastik, Dapat Menyebabkan Kanker dan Mandul” yang beredar di media sosial
akhir-akhir ini, masyarakat perlu lebih memahami tentang plastik yang biasa
digunakan untuk membungkus/mewadahi berbagai jenis pangan.

Pada umumnya kantong plastik yang tersedia di pasaran terbuat dari bahan
baku Low Density Polyethylene (LDPE), Linear Low Density Polyethylene (LLDPE),
High Density Polyethylene (HDPE), Polypropylene (PP), dan Oriented Poly Propylene
(OPP). Masing-masing jenis plastik tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda,
seperti titik leleh, kelenturan, kejernihan, ketahanan terhadap suhu, dIl.

Berdasarkan sifat tersebut, terdapat beberapa jenis plastik yang titik leleh dan
titik melunak (softening point) tinggi (di atas 100°C), yaitu plastik jenis LLDPE,
HDPE, PP, dan OPP. Dengan demikian, plastik jenis tersebut relatif aman jika
digunakan pada suhu tinggi (perebusan/pengukusan), termasuk untuk digunakan
dalam pembuatan lontong.

Sementara, untuk kantong plastik LDPE memiliki titik melunak yang rendah,
yaitu pada suhu 83°C - 98°C, sehingga disarankan hanya digunakan untuk
penyimpanan atau proses pemasakan di bawah suhu tersebut. Meski demikian,
jenis plastik ini dapat digunakan untuk penyimpanan beku hingga suhu -50°C,
namun tidak sesuai untuk bahan pangan berlemak. Berbagai jenis plastik pada
dasarnya bersifat inert (tidak mudah bereaksi) dan tidak menimbulkan bahaya
terhadap kesehatan. Akan tetapi, adanya bahan-bahan tambahan (additive)
seperti pelicin, antioksidan, pewarna, dsb. dalam proses pembuatan plastik,
berisiko terhadap kesehatan.

Secara kasat mata, plastik kemasan pangan sulit dibedakan jenisnya, sehingga
kantong plastik yang beredar di pasar sebaiknya dilakukan uji migrasi untuk
menjamin keamanannya. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No.
HK.03.1.23.07.11.6664 tahun 201| tentang Pengawasan Kemasan Pangan,
di antaranya menyebutkan bahwa plastik untuk kemasan pangan termasuk
membuat lontong harus memenuhi syarat uji migrasi dan agar setiap plastik
yang dijual diberi label dengan jelas, seperti jenis ketahanan panas, dIl.

“Sebagai perlindungan terhadap masyarakat, Badan POM terus melakukan
pengawasan terhadap produk kemasan pangan yang kemungkinan tidak
memenuhi syarat,” jelas Kepala Badan POM, Penny K. Lukito. “Masyarakat
harus berhati-hati dalam menggunakan plastik untuk memasak termasuk
merebus lontong. Jika masyarakat ragu atau memerlukan informasi lebih lanjut
dapat menghubungi Contact Center HALO BPOM [-500-533 (pulsa lokal), SMS
0812-1-9999-533, e-mail halobpom@pom.go.id, atau Unit Layanan Pengaduan
Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia,” tutup Kepala
Badan POM.

Jakarta, 31 Maret 2017
Biro Hukum dan Humas Badan POM

PENJELASAN

BADAN POM TENTANG ISU
KEAMANAN PANGAN PRODUK
REKAYASA GENETIK

I. Prinsip bioteknologi sendiri telah digunakan sejak lama oleh manusia untuk
kelangsungan hidupnya. Contoh pemanfaatan bioteknologi tradisional adalah
persilangan tanaman secara konvensional, pembuatan tempe, cuka, kecap
dan roti.

2. Pangan Produk Rekayasa Genetik mencakup pangan olahan yang diproduksi,
bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lain yang
dihasilkan dari proses rekayasa genetik. Namun pemanfaatan pangan
PRG mengundang kekhawatiran bahwa pangan tersebut mungkin dapat
menimbulkan risiko terhadap kesehatan manusia antara lain alergi, adanya
transfer gen, dan menimbulkan penyakit (kanker, AIDS, dan flu). Oleh karena
itu, kemungkinan timbulnya risiko perlu diminimalkan melalui pengkajian
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yang dilakukan dengan pendekatan kehati-hatian (precautionary approach).

3. Sejak tahun 1996, pangan PRG telah tersedia di pasaran internasional
antara lain: jagung, kedelai, canola dan kentang. Pangan PRG tersebut telah
melalui kajian keamanan pangan sebelum diedarkan, dan hingga saat ini
belum ditemukan adanya pengaruh merugikan terhadap kesehatan manusia
(WHO). (http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-technology/faq-
genetically-modified-food/en/)

4. Beberapa negara yang sudah mengatur peredaran pangan PRG antara lain
Amerika Serikat, Uni Eropa, Cina, Afrika, Australia, Filipina. Berdasarkan
database Biosafety Clearing House (https://bch.cbd.int/) terdapat |17 jagung
PRG, 33 kedelai PRG, dan 99 kentang PRG yang sudah dinyatakan aman
pangan. Sedangkan berdasarkan database Center for Evironmental Risk
Assesment (http://cera-gmo.com), saat ini telah ada sekitar 184 jenis PRG
yang sudah dinyatakan aman pangan.

5. Indonesia sudah mengatur peredaran pangan PRG. Sebelum diedarkan
untuk dikonsumsi oleh masyarakat, pangan PRG harus dikaji terlebih dahulu.
Kebijakan ini telah dimulai sejak tahun 1996 pada saat disahkan UU No. 7
Tahun 1996 tentang Pangan, yang saat ini telah direvisi menjadi UU No. 18
Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Cartagena
Protocol on Bio-safety to The Convention on Biological Diversity menjadi Undang
- Undang No. 2| Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on
Bio-Safety to The Convention on Biological Diversity yang menerapkan prinsip
pendekatan kehati-hatian (precautionary approach) dalam penanganan PRG.

6. Untuk menjalankan kebijakan tersebut, Pemerintah telah menyusun
peraturan perundang-undangan terkait pengkajian keamanan pangan PRG,
yaitu:

* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999
tentang Label dan lklan Pangan;

* Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan
Gizi Pangan;

7. Pengkajian keamanan pangan PRG dilakukan oleh lembaga nonstruktural
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yaitu Komisi
Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG) yang terdiri atas
unsur pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat. Hasil pengkajian berupa
rekomendasi keamanan pangan PRG yang disampaikan kepada Kepala Badan
POM sebagai acuan untuk menerbitkan Surat Keputusan lzin Peredaran
Pangan PRG yang sekaligus merupakan sertifikat keamanan pangan PRG.

"y

8. Berdasarkan pengkajian keamanan pangan PRG, sampai tahun 2016 telah
diterbitkan sertifikat keamanan pangan PRG untuk 21 pangan produk
rekayasa genetik (tebu, jagung, kentang, kedelai) yang dapat diakses melalui
website http://indonesiabch.or.id.

9. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait pangan PRG
melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 35 tahun 2013 Tentang
Rekayasa genetik dan Produknya. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa :

* Melakukan rekayasa genetik terhadap hewan, tumbuhan, dan mikroba
adalah mubah (boleh) dengan syarat :

a. Dilakukan untuk kemaslahatan (bermanfaat);

b. Tidak membahayakan (tidak menimbulkan mudarat), baik pada
manusia maupun lingkungan; dan

c. Tidak menggunakan gen atau bagian lain yang berasal dari tubuh
manusia.

* Produk hasil rekayasa genetika pada produk pangan, obat, dan kosmetika
adalah halal dengan syarat :

a. Bermanfaat

b. Tidak membahayakan

c. Sumber asal gen pada produk rekayasa genetika bukan berasal dari
yang haram.

Jakarta, 28 April 2017
Biro Hukum dan Humas Badan POM
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Jika anda ragu tentang suatu produk Obat dan Makanan, silakan hubungi Contact Center
HaloBPOM 1500533. Berbagai permintaan informasi seputar produk Obat dan Makanan akan
direspon oleh agen Contact Center HaloBPOM.HaloBPOM Interaktif pada edisi kali ini menyajikan
pertanyaan terkait registrasi produk Obat dan Makanan serta pengajuan Special Access Scheme
(SAS) untuk pembelian produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang seringkali menjadi

keraguan di masyarakat.

Bagaimana cara mendaftarkan produk di BPOM?

Pendaftaran produk obat dan makanan yang diawasi oleh BPOM
dapat dilakukan secara online melalui website http://www.pom.
go.id, lalu pilih menu e-registration di samping kanan website,
pilih aplikasi registrasi sesuai komoditi, antara lain:

I. E-reg Obat (AeRO) untuk komoditi obat

2. E-reg OT (ASROT) untuk komoditi obat tradisional dan
suplemen kesehatan

3. E-reg pangan olahan untuk komoditi pangan
4. Notifikasi Kosmetik untuk komoditi kosmetik

Bagaimana cara mengurus
pengeluaran produk obat
dan makanan keperluan
pribadi dari bea cukai?

Pemasukan produk obat, obat
tradisional, kosmetik, suplemen
kesehatan, dan pangan untuk
keperluan pribadi harus
mengajukan permohonan
melalui Special Access Scheme
(SAS) dengan persyaratan sesuai
dengan Lampiran II.I5 Peraturan Kepala BPOM Nomor 39
Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan
BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
BPOM Nomor 15 Tahun 2016.

Berikut ini adalah hal yang harus diperhatikan dalam pengajuan
dokumen tersebut, yaitu:

I. Untuk komoditi obat, yang dapat memperoleh rekomendasi
SAS dari BPOM adalah khusus produk vaksin atau produk
biologi,sedangkan produk obat yang lainnya dapat mengajukan
permohonan kepada Kementerian Kesehatan.

2. Untuk komoditi obat tradisional dan suplemen kesehatan,
permohonan SAS hanya dapat diajukan untuk kepentingan
pengobatan atau mendukung penyembuhan suatu penyakit.
Persetujuan SAS tidak diberikan untuk obat tradisional
dan suplemen kesehatan tertentu jika produk sejenis
sudah tersedia di pasaran Indonesia dan memiliki izin edar.
BPOM tidak menerbitkan surat persetujuan SAS yang
digunakan untuk tujuan selain pengobatan atau mendukung
penyembuhan suatu penyakit, misalnya untuk menguruskan
badan atau untuk menambah stamina/suplemen fitness.
Pengurusan surat tersebut dapat dilakukan dengan datang
langsung ke BPOM Gd. B Lt. 6 dengan membawa dokumen

persyaratan sesuai dengan peraturan tersebut yang terdiri
atas:

a. Dokumen Administratif:

* Surat permohonan oleh pemohon atau kuasa untuk
pengeluaran barang tujuan penggunaan sendiri/pribadi

e Surat pernyataan dari pemohon untuk tidak
diperjualbelikan

» KTP pemohon atau identitas lain yang sah (untuk VWWNI)

* Paspor pemohon (untuk WNA)

* Paspor pemohon dan KTP penerima kuasa (untuk
WNA yang memberikan kuasa kepada WNI)

b. Dokumen Teknis:

+ Surat permohonan tindak lanjut sampel dari kantor pos/
jasa pengiriman/bea cukai ke BPOM disertai sampel uji
yang disegel untuk dilakukan pengujian narkotika dan
psikotropika

* Kemasan/label produk yang jelas

* Surat Rekomendasi dan Data Dukung dari dokter

¢ Justifikasi jumlah kebutuhan

. Untuk komoditi kosmetik, BPOM tidak memberikan

rekomendasi untuk pengeluaran barang sesuai dengan
peraturan tersebut.

. Untuk komoditi pangan, BPOM dapat mengeluarkan surat

rekomendasi untuk keperluan mendesak atas produk
pangan olahan yang belum terdaftar di BPOM namun harus
dilengkapi dengan:

a. Dokumen Administratif:

* Surat permohonan oleh pemohon atau kuasa untuk
pengeluaran barang tujuan penggunaan sendiri/pribadi

e Surat pernyataan dari pemohon untuk tidak
diperjualbelikan

* KTP pemohon atau identitas lain yang sah (untuk VWNI)

* Paspor pemohon (untuk WNA)

* Paspor pemohon dan KTP penerima kuasa (untuk
WNA yang memberikan kuasa kepada WNI)

b. Dokumen Teknis:

 Surat permohonan tindak lanjut sampel dari kantor pos/
jasa pengiriman/bea cukai ke BPOM disertai sampel uji
yang disegel untuk dilakukan pengujian narkotika dan
psikotropika

» Kemasan/label produk yang jelas

* Surat Rekomendasi dan Data Dukung dari dokter

¢ Justifikasi jumlah kebutuhan
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MENGENAL SIMBOL PADA

KEMASAN

- Polietilena
tereftalat
(PET)

N
&3 |

PET -

PLASTIK

Jernih, kuat, tahan pelarut, kedap gas dan
air, melunak pada suhu 80°C.

Penggunaan: Botol minuman, minyak

goreng, selai peanut butter, kecap dan
sambal, tray biskuit.

HDPE

A"
02

Keras hingga semi fleksibel, tahan terhadap
bahan kimia dan kelembaban,permeabel
terhadap gas, permukaan berlilin (waxy),
buram (opaqgue), mudah diwarnai, diproses
dan dibentuk, melunak pada suhu 75°C.
Penggunaan: Botol susu cair dan juice,

tutup plastik, kantong belanja dan wadah
es krim.

Polivinil
klorida
(PVC)

Kuat, keras, bisa jernih, bentuk dapat
diubah dengan pelarut, melunak pada suhu
80°C.

Penggunaan: Botol jus, minyak sayur,
pembungkus pangan (food wrap).

LDPE
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PE-LD

Mudah diproses, kuat, fleksibel, kedap

air, permukaan berlilin, tidak jernih tagi
tembus cahaya, melunak pada suhu 70°C.
Penggunaan: kantong belanja (kresek),

kantong roti dan pangan segar, botol yang
dapat ditekan.
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MENGGUNAKAN
KEMASAN PLASTIK

YANG AMAN

— Poli propilen  Keras tapi fleksibel, kuat, permukaan
A T | FPP) berlilin, tidak jernih tapi tembus cahaya,
05 \ tahan terhadap bahan kimia, panas dan
‘ f minyak, melunak pada suhu 140°C.
P [ Pengglimaan: Pembungkus biskuit, kantong
‘ [ chips kentang, krat serealia, pita perekat
[ kemasan dan sedotan, gelas air mineral.
A _ Polistiren Kaku, getas, buram, mudah dibentuk,
D BN PS melunak pada suhu 95°C.
Z: 06 -~ Penggunaan:Wadah pangan beku, sendok,
\' n €D garpu.
P e
A f‘ L?]in-lain Keras, jernih, secara termal sangat stabil.
other): mis . A
07 ( ) olikar onat Eg;liggunaan. Galon air mineral, botol susu
£ l»f ‘fC), Ia.k|lrlk,
oy opoliester
© -
Tidak Melamin- Keras, kuat, mudah diwarnai, bebas rasa
dapat formaldehid ~dan bau, tahan terhadap pelarut dan noda,
didaur MF kurang tahan terhadap asam dan alkali.
ulang Penggunaan: Gelas, mangkok, piring alat
(termoset) makan.

Menggunakan wadah
plastik untuk pangan
berlemak/minyak,
panas, atau bersifat

HINDARI!

asam

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan institusi
pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan Obat
dan Makanan agar produk Obat, Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan, Kosmetik, dan Makanan/Minuman yang beredar
terjamin keamanan, mutu, dan khasiat/manfaatnya dalam upaya

melindungi kesehatan masyarakat.

Untuk menghubungi,

menyampaikan

pengaduan maupun

permintaan informasi ke BPOM dapat menghubungi Contact

Center Halo BPOM.

Menyimpan pangan
terlalu lama dalam
wadah plastik

Pastikan Produk
yang Anda gunakan
terdaftar di CekBPOM |

CekBPOM

CekBPOM on

Google play

Bahaya Kesehatan Jangka Panjang Jika Terjadi Migrasi!

I Polyvinyl chloride (PVC)

Efek paparan jangka panjang: Kanker, cacat lahir, perubahan

genetik, bronkitis kronik, ulcer, penyakit kulit, tuli, gangguan

penglihatan, gangguan pencernaan, disfungsi hati.
2. Phthalates
Efek paparan jangka panjang:Terkait dengan asma, efek terhadap
perkembangan dan reproduktif, termasuk kanker, cacat lahir,
perubahan hormon, penurunan jumlah sperma, infertilitas,
endometriosis dan gangguan sistem imun.
3. Polycarbonate yang mengandung Bisphenol A
Efek paparan jangka panjang: kanker, gangguan fungsi imunitas,
pubertas yang muncul dini, obesitas, diabetes, dan hiperaktivitas.
4. Polystyrene
Efek paparan jangka panjang: peningkatan kanker limfatik dan
hematopoietik bagi pekerja yang terpapar bahan ini.
5. Polyethylene
Bahan ini dicurigai sebagai karsinogen pada manusia.
6. Polyester
Efek paparan jangka panjang: mengganggu sistem endokrin dan
menyebabkan kanker.
7. Urea-formaldehyde

* Melamin palsu biasanya terbuat dari urea yang mengandung
formalin dengan kadar tinggi dan tidak stabil bila terkena
panas.

* Efek paparan jangka panjang: cacat lahir dan perubahan
genetik. Menghirup formalin dapat menyebabkan batuk,
pembengkakan  tenggorokan, mata berair, gangguan
pernafasan, sakit kepala, ruam, dan rasa lelah. Formalin
dicurigai sebagai karsinogen.

8. Polyurethane foam

Efek paparan jangka panjang: bronkitis, batuk, gangguan kulit

dan mata. Bahan ini dapat melepaskan toluen diisosianat yang

menyebabkan gangguan paru berat.
9. Acrylic

» Efek paparan akut: gangguan pernafasan, diare, mual, lemah,
sakit kepala dan alergi.

* Efek paparan jangka panjang: dapat menyebabkan kanker dan
gangguan sistem syaraf.

10. Tetrafluoroethylene

* Tetrafluoroethylene tidak dicurigai menimbulkan kanker.

* Perfluorooctanoid acid (PFOA) yang digunakan dalam
pembuatan tetrafluoroethylene dapat menimbulkan bahaya
kesehatan, seperti kanker.

PP, HDPE, LDPE, dan
PET sebagai plastik
yang relatif aman untuk
bahan kemasan pangan

Pilih kemasan
plastik dengan logo
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